
WALI KOTA BEI(ASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEI(ASI
NOMOR t7@ / 667 / Wo

TENTAT{G

TINDAIGAI{WT LAPORAN HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU
ATAS PENGELOLAAN LAIIAN PEMERII{TAII KOTA BEI{ASI DI LOKASI
TEMPAT PEMROSESAN AIGIIR (TPAI DAN INSTALASI PENGOLAIIAI{

LIMBAH TERPADU (IPLTI DI KELURAIIAN SUMUR BATU KOTA BEI(ASI
PENGADAAN TAHUil ANEIGARAN 2OOO

Menimbang a.

b

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil
Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Lahan
Pemerintah Kota Bekasi di Lokasi Tempat pemrosesan
Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu
(IPLT) di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi
lglg:13q" Tahun Anggaran 2000 Nomor TOOlt3-
LHA/ITKO tanggal 28 Mei 2O2t;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Iistruksi
WaIi Kota Bekasi agar perangkat Daerah segera
menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Tfrjuan Tertentu
atas Pengelolaan Lahan pemerintah Kota Bekasi di
Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TpA) dan Instalasi
Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Kelurahan
Sumur Batu Kota Bekasi pengadaan Tahun Anggaran
2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah bebirapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomoig Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2Ol4 tentang pemerinlahan -Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2Ol2 tentang Pengadaan Tanah pembangunan untuk
Kepentingan_ Umum (Lembaran Negaia Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 24, Tamtahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52g0);

Mengingat 1

2



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2O16
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
5a7l;

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2Ol1
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16
Seri E);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);

8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penyediaan dan penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan
Perumahan, Perdagangan dan Industri Kepada
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2018 Nomor 44 Seri E);

9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Z4 Tatrun 2Ol9
tentang Sistem dan Prosedur Pemanfaatan Barang
Milik Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Koti
Bekasi Tahun 2019 Nomor 74 Seri E);

10. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.3O0-
BPKAD/VIII/2OI9 tentang Pengamanan Barang Milik
Daerah Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSII(AN :

Kepada

Untuk

KESATU

Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bekasi.

Mengkaji dan menelaah penerbitan IMB dan perijinan
lainnya PT PLIB yang berdiri diatas aset milik pemerintah
Kota Bekasi dan melaporkannya kepada Wali Kota Bekasi
Cq. Inspektorat Kota Bekasi;

Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

KEDUA



Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasis Mt %ttI padatanggal:

pu xora BEKASI,

DT. RAHMAT E}FENDI

Tembusan:
Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;

2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.


